BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Menimbang

Mengingat:

o a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

bahwa pertambahan penduduk di Kabupaten Sidoarjo dan perubahan
pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume,
jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;

bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif
dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang
berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif
terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan
manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku
masyarakat;

bahwa dalam pengelolaan sampah dilakukan pelayanan
persampahan/ kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan pengaturan
mengenai kegiatan usaha di bidang persampahan, dengan
melakukan pungutan berupa Retribusi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2008
tentang Retribusi Pengelolaan Sampah perlu diubah dan diganti
sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan
dibidang persampahan dan retribusi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Ilembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4761);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedomam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Sampah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati adalah Bupati Sidoar;jo.

Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dibidang
persampahan.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis
sampah rumah tangga.

Sampah/ limbah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau
volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen,
kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha
perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
penunjang.

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk
kepentingan nasional/berskala nasional.

Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/
kantong/ keranjang sampah.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

(1

)

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan
sampah.

Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau
tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah
tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan,
pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk
memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi
manusia dan lingkungan.

Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan
sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan hukum.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi
Sampah adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas
pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

BAB Il
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

a. Sampah rumah tangga;

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari
kegiatan sehari — hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah
spesifik.



(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,
fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

TT@ o a0ow

tanggung jawab,
berkelanjutan,
manfaat,
keadilan,
kesadaran,
kebersamaan,
keselamatan,
keamanan dan
nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas
lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB Il
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

(1) Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah
yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan.

(2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekurang-kurangnya memuat:

a.
b.

target pengurangan sampah;

target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan
sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA,;

pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah
dan masyarakat; dan

rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan
dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan
akhir sampah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

(1) Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah dilakukan dengan cara

a. pembatasan timbulan sampah,
b. pendauran ulang sampah; dan/ atau



c. pemanfaatan kembali sampah.
(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

kegiatan:

a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi
ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan

b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan
memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna
ulang sampah.

Pasal 7

Pemerintah daerah dalam menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga, dilakukan dengan cara:

. pemilahan;

. pengumpulan;

. pengangkutan;

. pengolahan; dan

. pemrosesan akhir sampah.

O OO T

Pasal 8

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dalam bentuk
pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/ atau sifat
sampah.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah
tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 9

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sejak
pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA
dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 10

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan
cara:

a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga
pengelola sampah yang dibentuk oleh kelurahan atau RT/RW;

b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;

c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan
kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA,
menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan

d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber
sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah.

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

(3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan
lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.



Pasal 11

(1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan
mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di
TPS/TPST dan di TPA.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan
kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 12

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan
dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke
media lingkungan secara aman.

Pasal 13

(1) Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.

(2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah
lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 14

(1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST
di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan
khusus.

(2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan
rencana tata ruang kawasan.

Pasal 15

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat diubah menjadi TPST
dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

Bagian Ketiga
Lembaga Pengelola

Pasal 16

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat membentuk lembaga
pengelola sampah.

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 di desa/ kelurahan, kecematan, kawasan
komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai
dengan kebutuhan.



Pasal 18

(1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada tingkat
rukun tetangga (RT) pada desa/ kelurahan mempunyai tugas:
a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah
tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
(2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada tingkat
rukun warga (RW) pada desa/ keluruahan mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke kepala desa/ lurah
atau sebutan sejenisnya.
(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada tingkat
desa/ kelurahan mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun
tetangga sampai rukun warga; dan
c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat
pengolahan sampah terpadu ke camat.
(4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada tingkat
kecamatan mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan; dan
b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun
warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan.
Pasal 19

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada kawasan
komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
mempunyai tugas:

a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;

b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan

c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 20

Setiap orang/ badan berhak :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan
lingkungan dari Pemerintah daerah dan/ atau pihak lain yang mempunyai tanggung
jawab untuk itu;

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan
pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai
penyelenggaraan pengelolaan sampah;

d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan
tempat pemrosesan akhir sampah; dan

e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik
dan berwawasan lingkungan.



Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 21

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah
rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang
berwawasan lingkungan.

Pasal 22

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas
pemilahan sampah.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 23

(1) Setiap orang/ badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib
memiliki izin dari Bupati.

(2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Pengangkutan Sampah; dan
b. Pengolahan sampah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud harus memperhatikan aspek-aspek
teknis, yuridis, sosiologis serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan
pemerintah daerah.

(2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada
masyarakat.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media
cetak atau media elektronik dan papan pengumuman di lokasi strategis dan dapat
diakses dengan mudah.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 25

Setiap orang/ badan dilarang :

a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;

b. mengimpor sampah;

c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;

d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan

lingkungan;

membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat
pemrosesan akhir. dan/ atau;

g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan
sampah.

o



BAB VI
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha
yang melakukan:
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
d. tertib penanganan sampah.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang
melakukan:
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan
perseorangan yang melakukan:

a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 28

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
a. pemberian penghargaan kepada lembaga atau perseorangan; dan/atau
b. pemberian subsidi kepada lembaga .

(2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
dapat berupa:
a. pemberian penghargaan;
b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
d. penyertaan modal daerah; dan/atau
e. pemberian subsidi.

Pasal 29

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat berupa:
a. denda dalam bentuk uang/barang/jasa kepada lembaga dan perseorangan ;
dan/atau
b.penghentian subsidi kepada lembaga.
(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat
berupa:
a. penghentian subsidi;
b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa; dan/atau
d.penarikan penyertaan modal daerah.
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Pasal 30

(1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha
terhadap:
a. inovasi pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan sampah;
d. tertib penanganan sampah;
e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk
Tim Penilai dengan keputusan Bupati.

Pasal 31

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27
disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal setempat.

BAB VIl
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 32

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau
pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 33

(1) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat
melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota.
(2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
a. penyediaan/pembangunan TPA;
b. sarana dan prasarana TPA;
c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
d. pengelolaan TPA; dan/atau
e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
Pasal 34

(1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan
sampah.
(2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana
pendukungnya;
c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
d. pengelolaan TPA; dan/atau
e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 35

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IX
KOMPENSASI

Pasal 36

(1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak
negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir
sampah.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. relokasi;

b. pemulihan lingkungan;

c. biaya kesehatan dan pengobatan;

d. ganti rugi; dan/atau

e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

(1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
sebagai berikut:
a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
b.pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak
negatif pengelolaan sampah;
c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi
dan hasil kajian.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian kompensasi diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

a. menjaga kebersihan lingkungan;

b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan
pengolahan sampah; dan

c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya
peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 39

(1) Pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran
masyarakat dalam pengelolaan sampah.

(2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a
dilaksanakan dengan cara:
a. sosialisasi;
b. mobilisasi;
c. kegiatan gotong royong; dan/atau
d. pemberian insentif.

(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b
dilaksanakan dengan cara:
a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
b. pemberian insentif.
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(4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c
dilaksanakan dengan cara:
a. penyediaan media komunikasi;
b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB Xl
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 40

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang
dilakukan oleh pengelola sampah.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan
sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan sampah.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perencanaan, penelitian,
pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

(5) Tata cara pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIl
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

(1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan
sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara
ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum
lainnya.

Pasal 43
(1) Subjek Retribusi atas objek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1)

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan
persampahan/ kebersihan.
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(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungut dan pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 44

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa
umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan diukur berdasarkan
jenis dan volume sampah.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 46

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/
kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan
persampahan/ kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tertuang dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 48

Masa retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya
1 (satu) bulan kalender.

Pasal 49

Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan yang terutang dalam masa retribusi
terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
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Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 50

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 51

(1)  Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului
dengan surat teguran.

(5) Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 52

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

(3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk
mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.

(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi
diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan

Pasal 53

(1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau
surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya
yang terutang.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) retribusi terutang
belum dilunasi maka diterbitkan STRD.
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(4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dan STRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Keberatan

Pasal 54

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 55

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 56

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keduabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 57

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan
SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka
waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2
% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 58

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 59

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh jika :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Waijib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Waijib Retribusi.

Pasal 60

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.
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Bagian Kelimabelas
Insentif Pemungutan

Pasal 61

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1)

(3)

BAB Xl
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di

bidang Retribus Daerah;

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan/atau

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
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Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25
huruf e, huruf f dan huruf g, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, diancam pidana atau denda sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV
SANKSI| ADMINISTRASI

Pasal 65

(1) Bupati dapat menutup setiap usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai
izin.

(2) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang
melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. paksaan pemerintahan;
b. uang paksa; dan/atau
c. pencabutan izin.

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan
Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai
fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini waijib
membangun/ menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67
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Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 68
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2008 Nomor 8 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Pebruari 2012
BUPATI SIDOARJO,

ttd
H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI C
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

l. UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dengan tingkat pertumbuhan yang relatif
tinggi membawa akibat bertambahnya volume sampah. Pertambahan jumlah volume
sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Di samping
pertambahan volume sampah akibat pertambahan jumlah penduduk, fakta empiris juga
menunjukkan bahwa jenis sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari
masyarakat semakin beragam seiring dengan kehidupan masyarakat yang semakin
konsumtif; volume sampah anorganik semakin bertambah seiring dengan pola
konsumtif kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sampah dipandang sebagai barang yang
menjijikkan. Dalam wawasan yang demikian ini sampah diperlakukan sebagai sumber
daya yang tidak mempunyai manfaat sehingga harus dibuang baik. Pembuangan
sampah dilakukan di lokasi tempat pembuangan akhir sampah yang ada dewasa telah
menggunakan metode controlled landfill. Maka dapat dicermati bahwa pengelolaan
sampah yang dilakukan sampai saat ini adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan,
pengangkutan, dan pembuangan sampah. Cara pengelolaan sampah yang demikian
mengandalkan penanganan sampah pada hilirmya (pendekatan ujung-pipa). Cara
penanganan sampah yang demikian itu memberikan beban yang sangat berat kepada
tempat pembuangan akhir sampah.

Perlu ditekankan bahwa pengelolaan sampah sebagaimana dilakukan sampai
saat ini memandang sampah sebagai sumber daya yang tidak mempunyai manfaat dan
bertumpu pada pendekatan ujung-pipa. Paradigma pengelolaan sampah yang
bertumpu pada penanganan sampah pada hilir sebagaimana dilakukan dewasa ini
sudah saatnya untuk ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan
sampah dari hulu sampai ke hilir. Paradigma baru pengelolaan sampah memandang
sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat, sedangkan pengelolaannya
bertumpu pada pendekatan sumber (pendekatan hulu — hilir). Paradigma baru
pengelolaan sampah meliputi seluruh siklus-hidup sampah mulai dari hulu sejak
sebelum dihasilkan suatu produk sampai ke hilir pada fase produk sudah digunakan
dan menjadi sampah yang kemudian di kirim ke tempat pemrosesan akhir sampah
untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Kebijakan pengurangan
sampah perlu disertai dengan tindakan nyata agar upaya mengguna-ulang dan
mendaurulang semakin berkembang, sehingga volume sampah yang dibuang ke
tempat pemrosesan akhir menjadi semakin berkurang dan sekaligus makin
mengukuhkan nilai sampah sebagai benda ekonomi.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan
komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta wewenang, dan tugas
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pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan dibidang persampahan,
diperlulkan pengaturanya dalam suatu Peraturan Daerah.

Pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo dalam satu
peraturan daerah juga perlu diintegrasikan dengan pengaturan pemungutan retribusi
persampahan/ kebersihan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pelayanan persampahan/ kebersihan merupakan
salah satu bentuk pelayanan yang dapat dikenakan retribusi berupa retribusi jasa
umum.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah
sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar,
pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri
yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang Yyang
dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah
memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan
untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar
budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis,

dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti
sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta
api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan
umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan
industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah
tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan
masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan
pusatkegiatan olah raga.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam
mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.
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Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah
dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan
sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan
lingkungan.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu
memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan
sampah, pemerintah daerah memberikan kesempatan yang proporsional kepada
masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan
sampah.

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan
sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang dan badan
hukum agar memiliki sikap, komitmen, kepedulian, dan kesadaran untuk
mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah
diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah
harus menjamin keselamatan manusia dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah
harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan
sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga
memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Kawasan komersial yang dapat dipungut retribusi pelayanan
persampahan/ kebersihan adalah termasuk pasar yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Huruf a sampai dengan huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Dalam hal pengelolaan sampah dilakukan secara tradisional seperti pada
umumnya dilakukan oleh masyarakat secara mandiri misalnya dengan cara
penimbunan dan pembakaran tetap dapat dilakukan sepanjang memperhatikan
prinsip-prinsip  pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dan tidak
menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan dan
masyarakat secara luas.

Huruf e
Larangan tersebut misalnya membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi,
saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan.

Huruf f sampai dengan huruf g
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
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Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah meliputi karcis,

struk pembayaran

Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
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Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 33
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR

TANGGAL : 10

6 TAHUN 2012
Pebruari 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

NO JENIS PELAYANAN TARIF KETERANGAN
A SAMPAH RUMAH TANGGA Rp. 30.000 / bulan Rumah tempat tinggal yang didepankannya
I NON NIAGA terdapat jalan utama, jalan kembar termasuk
1. Perumahan A1 saluran/ got dan Berm serta jalan yang mempunyai
nilai ekonomi tinggi
2. Perumahan A2 Rp. 15.000 / bulan Rumah tempat tinggal yang dimukanya terdapat
jalan termasuk saluran / got dan berm selebar 6,5
m atau lebih selain perumahan A1
3. Perumahan A3 Rp. 5.000/ bulan Rumah tempat tinggal yang dimukanya terdapat
jalan termasuk saluran / got dan berm selebar 6,5
m atau lebih, perum type 45 keatas dan cluster.
4. Perumahan A4 Rp. 2.000/ bulan Rumah tempat tinggal yang dimukanya terdapat
jalan termasuk saluran / got dan berm selebar 6,5
m atau lebih
5. Perumahan Dinas / Kantor Rp. 15.000 / bulan -Instansi Lembaga Pemerintah Nasioanl Asing
Pemerintah A5
- Perwakilan Asing - Sarana Pemerintah / Asing
SAMPAH SEJENIS RUMAH
TANGGA
a. Kawasan Konvensional Rp. 10.000 / bulan - Koperasi usaha perorangan,usaha jasa dan
B NIAGA usaha kecil lainnya
- Kolam renang usaha kesegaran jasmani sarana
Il 1. Niaga Kecil ( Klasifikasi A ) olah raga dan panti pijat
- Gedung pertemuan Pemerintah
- Apotik, toko obat dan pratek dokter
2. Niaga kecil ( Klasifikasi B )
- Rumah Sakit Swasta Rp. 30.000 / bulan Rumah sakit swasta ( bukan sampah B3)
- Pratek dokter bersama/poli klinik Rp. 15.000 / bulan
swasta,laboratorium swasta,
rumah/pondok bersalin
3. Niaga Besar Rp. 35.000 / bulan Bank, kantor real estate, bengkel besar,
pergudangan,usaha peseorangan yang lingkupnya
besar, usaha kantor yang berbentuk badan
hukum,(swasta, BUMN/D dan sejenisnya) toko
besar, rook/toko di daerah pertokoan, dan tempat
hiburan, salon.
- Hipermart/mall /supermarket Rp. 300.000 / bulan
- Restaurant Rp. 100.000 / bulan
- Rumah makan Rp. 75.000 / bulan - Rumah makan dengan fasilitas 20 kursi atau
- Café Rp. 15.000 / bulan lebih
- Depot Rp. 10.000 / bulan
- Warung Rp. 5.000/ bulan
- Hotel berbintang V Rp. 300.000 / bulan
- Hotel berbintang IV Rp. 275.000 / bulan
- Hotel berbintang I Rp. 250.000 / bulan
- Hotel berbintang |l Rp. 225.000 / bulan
- Hotel berbintang | Rp. 200.000 / bulan
- Melati | (losmen I) Rp. 150.000 / bulan
- Melati Il (losmen II) Rp.125.000 / bulan
- Melati Ill (losmen I11) Rp.100.000 / bulan
1 INDUSTRI Rp. 15.000 / bulan Indistri rumah tanggga dan pengrajinkecil industri
1. Industri kecil Rp. 225.000 / bulan Logam dam mesin dasar dan aneka industri, pabrik
2. Industri besar gula
v

AV

KHUSUS
1. Pedagang kaki lima

Rp.200.000 / hari /m?

Usaha Perdagangan ini dikelola/ dikuasai oleh
perorangan yang menempati fasum dan fasos

2. Membuang sampah langsung
ke TPA.

5.000/ 1m?
6.000/ 1m?

Rp.
Rp.

Tarif berlaku untuk sampah maximum 1m?3 Tarif
berlaku untuk kelebihan volume sampah
maksimum (diatas 1m?)

3. Membakar sampah ke instansi
pembakaran sampah

4. Isidentil

Rp. 12..500 / 1m?

Rp. 100.000

Keterangan maximum 1m?® pembakaran sampah
terlebih dahulu harus ada izin dari pengelola
instansi.
Pertunjukan
komersial

musik, pertandingan olah raga
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SOSIAL
1. Sosial Klasifikasi A

Rp. 15.000 / bulan

- Panti - panti sosial

- Pondok pesantren
- Yayasan/perkumpulan sosial

2. Sosial Klasifikasi B
- Rumah sekolah /LBB
- Poliklinik dan Puskesmas

Rp. 30.000 / bulan

- Milik Pemerintah / Swasta Yayasan

3. Sosial Klasifikasi C

Rp. 50.000 / bulan

- Rumah Sakit
- Labotarium
- Rumah Potong Hewan

BUAPTI SIDOARJO
ttd

H. SAIFUL ILAH
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